PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 59 TAHUN 2026
TENTANG

PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS BUNGA ATAU
IMBALAN SURAT BERHARGA NEGARA DALAM VALUTA ASING YANG
DITERBITKAN OLEH PEMERINTAH DI PASAR PERDANA DOMESTIK

Menimbang

a.

TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa dalam rangka pendalaman pasar keuangan
nasional, pemerintah telah menerbitkan surat berharga
negara dalam valuta asing, baik surat utang negara
dalam valuta asing maupun surat berharga syariah
negara dalam valuta asing di pasar perdana domestik;

bahwa dengan adanya penyesuaian kebijakan devisa
hasil ekspor dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan,
dan/atau pengolahan sumber daya alam sebagaimana
diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun
2023 tentang Devisa Hasil Ekspor Dari Kegiatan
Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan
Sumber Daya Alam sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
21 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 tentang
Devisa Hasil Ekspor Dari Kegiatan Pengusahaan,
Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam,
terdapat tambahan instrumen penempatan devisa hasil
ekspor berupa surat utang negara dan/atau surat
berharga syariah negara dalam valuta asing;

bahwa untuk mendorong masyarakat dan pelaku usaha
menempatkan dana pada surat berharga negara dalam
valuta asing di pasar perdana domestik, diperlukan
perlakuan khusus di bidang Pajak Penghasilan;

bahwa Dberdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang
Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Bunga
atau Imbalan Surat Berharga Negara Dalam Valuta
Asing yang Diterbitkan oleh Pemerintah di Pasar
Perdana Domestik Tahun Anggaran 2026;



Mengingat
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Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat
Utang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4236) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-
Undangan Nomor 4 Tahun 2023 tentang
Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 7180);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat
Berharga Syariah Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 70, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4852);
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor Nomor 39 Tahun 2008
tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6954);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2025 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 7144);

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 tentang
Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan,
Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6882) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 21 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 tentang
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Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan,
Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026
Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 7175);

Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 tentang
Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 354);

Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2025 tentang
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2025 Nomor 186);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92 Tahun 2023
tentang Mekanisme Pelaksanaan dan
Pertanggungjawaban atas Pajak Ditanggung
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 737);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2024 Nomor 1063) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117 Tahun 2025
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2025 Nomor 1208);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PAJAK
PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS BUNGA
ATAU IMBALAN SURAT BERHARGA NEGARA DALAM
VALUTA ASING YANG DITERBITKAN OLEH PEMERINTAH
DI PASAR PERDANA DOMESTIK TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang.

Pajak  Penghasilan adalah Pajak  Penghasilan
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pajak
Penghasilan.

Surat Utang Negara adalah surat berharga yang berupa
surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah
maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga
dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai
dengan masa berlakunya sesuai dengan peraturan
perundang-undangan mengenai surat utang negara.
Surat Berharga Syariah Negara atau sukuk negara
adalah surat berharga negara yang diterbitkan
berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian
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penyertaan terhadap aset surat berharga syariah
negara, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta
asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan
mengenai surat berharga syariah negara.

5. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar
bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan
melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka
waktu tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan.

6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 2

(1) Pajak Penghasilan yang terutang atas penghasilan
berupa bunga atau imbalan surat berharga negara
dalam valuta asing yang diterbitkan oleh pemerintah di
pasar perdana domestik ditanggung pemerintah.

(2) Surat berharga negara dalam valuta asing sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Surat Utang Negara; dan
b. Surat Berharga Syariah Negara.

(3) Penghasilan berupa bunga atau imbalan surat berharga
negara dalam valuta asing sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) termasuk diskonto surat berharga negara
dalam valuta asing yang timbul pada penerbitan di
pasar perdana domestik.

(4) Penerbitan di pasar perdana domestik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan
penawaran dan penjualan surat berharga negara dalam
valuta asing untuk pertama kali di dalam wilayah
Indonesia.

(5) Pajak Penghasilan ditanggung pemerintah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk Masa Pajak
Juni 2026 sampai dengan Desember 2026.

Pasal 3
Pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja subsidi Pajak
Penghasilan ditanggung pemerintah atas bunga atau
imbalan surat berharga negara dalam valuta asing yang
diterbitkan oleh pemerintah di pasar perdana domestik
dilaksanakan oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 4
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

E Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juli 2026

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

[=] 3.3 (=]

PURBAYA YUDHI SADEWA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Agustus 2026

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR g5g¢

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Untuk memastikan keaslian tanda
tangan elektronik, silakan pindai QR Code pada laman https://satu.kemenkeu.go.id atau unggah dokumen pada laman https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF
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